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 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, 

Faksimile 024-8414415Laman http : http//www.jatengprov.go.id 

 

 

Bersama ini dengan hormat kami Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah 

menyampaikan Hasil Rapat Bapemperda pada tanggal 21 Februari 2025 dengan agenda 

Pembahasan Usulan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Propemperda Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2025 terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, adapun hasil kajian sebagai berikut: 

A. Latar Belakang 

Penataan organisasi Perangkat Daerah merupakan instrumen reformasi birokrasi 

yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan. Dengan adanya perubahan kebijakan nasional serta dinamika sosial-

ekonomi daerah, diperlukan penyesuaian terhadap struktur organisasi Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Tengah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan 

pembangunan daerah. Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk lebih 

adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan 

dengan menerapkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing). Melalui penataan 

kembali  Perangkat Daerah, diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antarorganisasi,  
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mempercepat  pengambilan  keputusan,  serta  memperkuat  koordinasi  dan efektivitas 

pelaksanaan program strategis daerah. Reformasi kelembagaan ini juga bertujuan untuk 

menyesuaikan beban kerja dengan kemampuan fiskal daerah agar tercipta organisasi 

yang efisien dan profesional. 

Dinamika global yang semakin kompleks menuntut pemerintah daerah memiliki 

struktur organisasi yang fleksibel dan responsif dalam menghadapi tantangan ekonomi, 

sosial, dan teknologi. Dengan demikian, perangkat daerah yang baru diharapkan mampu 

meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah, 

serta menciptakan efisiensi birokrasi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Penataan 

organisasi ini juga memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya merujuk pada Pasal 18 

ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur 

bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menegaskan prinsip 

pembentukan perangkat daerah berdasarkan beban kerja dan kebutuhan layanan publik. 

Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, penataan organisasi perangkat daerah 

diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan 

berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. 

B. Dasar Hukum 

Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Rancangan Perda Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disusun dengan mendasarkan peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut : 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Jawa 

Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);  

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana 

telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007  tentang   Pengelolaan Wilayah  
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Pesisir dan PulauPulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud 

Menyesuaikan struktur organisasi Perangkat Daerah agar selaras dengan 

kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan 

yang lebih efektif, efisien, dan profesional. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa setiap unit organisasi memiliki peran yang jelas, fungsi yang optimal, serta mampu 

beradaptasi dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika sosial-ekonomi, dan  
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tuntutan pelayanan publik. Dengan demikian, organisasi perangkat daerah diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja birokrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, 

memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memberikan pelayanan yang lebih responsif, 

transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. 

Tujuan  

Rancangan Perda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Daerah 

bertujuan untuk:  

a. meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan 

fungsi pelayanan publik; 

b. memperkuat sistem koordinasi antarorganisasi Perangkat Daerah; 

c. menyesuaikan organisasi Perangkat Daerah dengan visi, misi, dan program 

strategis daerah; 

d. mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam 

struktur pemerintahan daerah; 

e. meningkatkan fleksibilitas organisasi dalam merespons perubahan kebijakan 

nasional dan dinamika sosial-ekonomi di daerah; 

f. memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem birokrasi guna 

meningkatkan kepercayaan publik. 

D. Substansi Kajian 

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. 

b. Klasifikasi Perangkat Daerah berdasarkan beban kerja dan tugas pokok. 

c. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Cabang Dinas. 

d. Kedudukan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah. 

e. Pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

struktur Perangkat Daerah. 

f. Ketentuan peralihan dari regulasi sebelumnya ke Peraturan Daerah yang 

baru. 

1. Maksud dan Tujuan Raperda 

Penataan organisasi Perangkat Daerah merupakan langkah strategis 

dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Dengan adanya perubahan kebijakan nasional, perkembangan sosial- 
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ekonomi, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks,           

diperlukan struktur organisasi yang adaptif dan mampu merespons kebutuhan  

masyarakat dengan lebih cepat. Dinamika pembangunan daerah 

menyebabkan adanya perubahan tata kelola pemerintahan yang harus 

disesuaikan dengan prinsip reformasi birokrasi. Jika tidak ditata dengan baik, 

struktur organisasi yang tidak sesuai dapat menghambat kinerja pemerintahan 

dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah (Raperda) ini bertujuan untuk mengatur struktur Perangkat 

Daerah agar lebih efisien, profesional, serta mampu mendukung pelaksanaan 

program pembangunan daerah secara optimal. 

2. Kewenangan. 

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menata organisasi Perangkat 

Daerah telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang 

ini menegaskan bahwa pembentukan dan penataan perangkat daerah harus 

didasarkan pada beban kerja, kebutuhan pelayanan, dan kemampuan 

keuangan daerah. Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam 

menyusun kebijakan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat guna 

memastikan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. 

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019, ditetapkan bahwa tahapan dalam penataan perangkat 

daerah meliputi: 

a. Perencanaan kebutuhan organisasi perangkat daerah berdasarkan analisis 

beban kerja dan prioritas pembangunan daerah;  

b. Penyusunan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran guna 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi;  

c. Pelaksanaan operasional perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi masing-masing unit organisasi; dan  

d. Evaluasi dan pemantauan kinerja perangkat daerah untuk memastikan 

efektivitas kebijakan yang diterapkan.  
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Melalui pengaturan ini, diharapkan perangkat daerah dapat bekerja lebih 

optimal dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta memberikan pelayanan 

publik yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

3. Landasan Judul Raperda 

Rancangan Perda Tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

4. Landasan Filsofis, Sosiologis dan Yuridis 

Filosofis :   

Secara filosofis, pembentukan dan penyusunan perangkat daerah didasarkan 

pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan efektivitas pemerintahan yang 

berlandaskan prinsip demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). Pemerintahan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai 

penyelenggara negara tetapi juga sebagai fasilitator kesejahteraan rakyat 

melalui sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, profesional, dan 

berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip-prinsip ini berakar pada konsep 

negara kesejahteraan (welfare state), di mana pemerintah memiliki kewajiban 

untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang merata dan 

berkualitas. 

Selain itu, filosofi penataan organisasi perangkat daerah juga mengacu pada 

asas checks and balances dalam pemerintahan, sehingga setiap unit 

organisasi memiliki fungsi yang jelas, tidak tumpang-tindih, dan saling 

melengkapi guna menciptakan efektivitas dalam pengambilan kebijakan dan 

implementasi program daerah. Keberadaan perangkat daerah yang efisien 

diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi kebijakan, 

pengelolaan sumber daya yang lebih baik, serta peningkatan kualitas layanan 

kepada masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip efficiency and effectiveness 

menjadi dasar utama dalam reformasi kelembagaan perangkat daerah guna 

menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus 

berkembang. 

Sosiologis:   

perubahan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan nyata 

masyarakat serta perkembangan sosial yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. 

Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat urbanisasi yang terus 

meningkat, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan dalam memenuhi 

tuntutan masyarakat, khususnya  dalam  bidang  pelayanan  dasar  seperti  
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kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Struktur birokrasi yang terlalu besar 

dan tidak efisien dapat menghambat kinerja pemerintah dalam menanggapi 

dinamika sosial yang berkembang, sehingga diperlukan penyesuaian agar 

perangkat daerah lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Selain itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah juga menjadi 

pertimbangan utama dalam penyusunan perangkat daerah. Wilayah 

perkotaan cenderung lebih maju dibandingkan wilayah perdesaan dalam hal 

akses terhadap pelayanan publik, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, 

reformasi organisasi perangkat daerah harus diarahkan pada penguatan 

kapasitas kelembagaan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat 

secara merata. Sinergi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, 

akademisi, dan masyarakat sipil juga menjadi aspek penting dalam 

mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah, sehingga kebijakan 

yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.  

Lebih lanjut, tantangan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan 

perubahan pola kehidupan akibat perkembangan teknologi menuntut 

pemerintah daerah untuk memiliki struktur organisasi yang fleksibel dan 

berbasis kinerja. Dengan demikian, perangkat daerah yang baru harus mampu 

menjawab tantangan sosial dengan pendekatan yang lebih inovatif, berbasis 

data, dan didukung oleh tata kelola yang baik. 

Yuridis:   

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini berlandaskan pada berbagai 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi perangkat 

daerah dan sistem pemerintahan daerah. Salah satu regulasi utama yang 

menjadi dasar hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Regulasi ini memberikan pedoman dalam 

pembentukan dan penyusunan organisasi perangkat daerah yang berbasis 

pada beban kerja, kebutuhan layanan publik, serta kemampuan keuangan 

daerah. 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 menegaskan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan  
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pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa 

pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan efisiensi birokrasi 

serta tidak membebani anggaran daerah secara berlebihan. Dengan kata lain, 

pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menata organisasi perangkat 

daerahnya, tetapi tetap harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan 

kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat guna memastikan 

efektivitas dalam tata kelola pemerintahan. 

Selain regulasi di atas, penyusunan perangkat daerah juga harus 

memperhatikan berbagai peraturan sektoral yang berhubungan dengan 

pelayanan publik, pengelolaan sumber daya daerah, serta prinsip-prinsip 

reformasi birokrasi. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, diharapkan 

perangkat daerah yang baru dapat beroperasi secara lebih efektif, transparan, 

dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. 

5. Materi Muatan Raperda 

Arah dan jangkauan pengaturan materi muatan dalam Rancangan Peraturan 

Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Tengah tentang Penataan Organisasi 

Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, regulasi ini 

juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019, yang mengatur prinsip penyusunan perangkat daerah 

berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, beban kerja, serta kemampuan 

keuangan daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

E. Rekomendasi  

Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

agar dapat diproses lebih lanjut dengan rekomendasi : 

1. Dasar Hukum : 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan angka 42 Lampiran II UU Nomor 12 Tahunm 2011 tentang 

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  ditegaskan  Peraturan  
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Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-

undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah 

diundangkan  tetapi  belum  resmi  berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar 

hukum. Dengan demikian Perda tersebut tidak dicantumkan dalam 

dasar hukum. 

2. Materi Muatan. 

- Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus mencakup 

pengaturan mengenai: 

a. Optimalisasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah, sehingga 

Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan pembentukan, 

penghapusan, atau penggabungan perangkat daerah berdasarkan 

beban kerja, kebutuhan strategis, serta efisiensi anggaran 

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan 

terkait. 

b. Penyesuaian Kewenangan dan Fungsi Perangkat Daerah, 

guna memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki tugas 

yang jelas, tidak terjadi tumpang tindih fungsi, serta mampu 

menjalankan program prioritas daerah dengan efektif. 

c. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dalam struktur perangkat daerah, yang mencakup sistem 

pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, serta mekanisme evaluasi berbasis kinerja agar pelayanan 

publik dapat berjalan optimal. 

d. Pengaturan lebih lanjut mengenai fleksibilitas dan 

adaptabilitas perangkat daerah, sehingga struktur organisasi 

dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pembangunan 

daerah tanpa harus melalui revisi regulasi yang berbelit. 

- Seluruh Peraturan Gubernur yang mendasarkan pada Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerh Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun  
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2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah, masih tetap berlaku sampai dengan 

dilakukannya perubahan Peraturan Gubernur dimaksud mendasarkan 

pada Peraturan Daerah ini. 

- Makna ketentuan ini bahwa Seluruh Peraturan Gubernur yang mengatur 

mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah akan dilaukan 

perubahan dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah ini. 

- Sementara Peraturan Gubernur yang akan dilakukan perubahan disusun 

dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerh Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa 

Tengah yang nantinya dicabut dengan Peraturan Daerah yang baru. 

- Disarankan untuk tidak dilakukan perubahan akan tetapi dilakukan 

penggantian mengingat dasar hukumnya sudah beda. 

- Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Gubernur tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan Peraturan 

Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Peraturan Gubernur 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas  sebagai pelaksanaan 

Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak 

Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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F. Penutup 

Demikian laporan dan kajian tentang Raperda Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah kami buat, dan Raperda ini akan menjadi menjadi usul prakarsa 

inisiatif Badan Pembentukan Peraturan Daerah, semoga dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan kinerja DPRD sebagai wakil rakyat, semoga kajian ini dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya guna kebutuhan pembentukan Perda 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  

 

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

Ketua, 

 

     Ttd 

 

ISKANDAR ZULKARNAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


